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BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

BUPATI BULELENG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
dan pelaksanaan pembangunan serta guna
memberi pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara serta Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021, maka perlu ditetapkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana
Kabupaten Buleleng Tahun 2021;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat
Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tala Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
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Mengingat

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu
ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun
2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta

Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2021;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
wilayah daerah-daerah tingkat Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 590);
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10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun

11.

12,

13.

14.

15.

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi
Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019
Nomor 3).

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033
(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor
1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

> W N

Bupati adalah Bupati Buleleng.

Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang
selanjutnya disingkat RKPD Semesta Berencana adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebelum disepakati dengan DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah uang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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10.

11.

12

13.

14.

[su-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan  atau  dikedepankan  dalam  perencanaan
pembangunan dacrah karena dampaknya yang signifikan bagi
daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan
datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai  keadaan  yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan,

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
alau lebih kegialan yang dilaksanakan olch Perangkat Dacrah
atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa Perangkat Dacrah scbagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, scbagai
masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/jasa.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

(1)

(2)

Pasal 2

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2021
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 serta dengan
berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2021,

RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perumusan
Renja Perangkat Daerah, sebagai pedoman dalam
penyusunan KUA dan PPAS Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 3

(3) RKPD Secmesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2021
disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 11 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB 1l KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB VII PENUTUP

Pasal 4
" Isi beserta uraian RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng
Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buleleng,

apkan di Singaraja
ggal27 nai 2eon
BULELENG,

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal -, &7
SEKRETARIS DAERA L&A ATEN BULELENG,
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